Menimbang :

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 12/22/PBI/2010
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung
pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang &asing
sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki
peranan yang cukup strategis, khususnya dalam
perkembangan pasar valuta asing domestik;

bahwa dengan perkembangan kegiatan pengiriman uang
di luar jasa perbankan, pedagang valuta asing d@apat
berperan dalam kegiatan pengiriman uang;

bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebi
sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaltp ya
berkesinambungan, pedagang valuta asing perlu
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsgtikeh
hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlak
termasuk penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur

kembali ketentuan mengenai pedagang valuta asing;

Mengingat...
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UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tenta
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indanes
Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Rept
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Naga
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...
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Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

5.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4§;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PEDAGANG VALUTA ASING

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksund)ae:

1.

Uang Kertas Asingb@anknote} yang selanjutnya disebut UKA, adalah
uang kertas dalam valuta asing yang resmi kiikem oleh suatu
negara di luar Indonesia yang diakui sebagaipgebayaran yang sah
negara yang bersangkutdegal tendey.

Traveller's Chequgeyang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalana
dalam valuta asing yang dapat digunakan sebaggetabayaran.
Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagainmanksdd dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persdrediatas.
Pedagang Valuta Asingnponey chang@r yang selanjutnya disebut PVA,
adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKApgambelian TC.

5. PVA...



10.

- 4 -

PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukuserf®an Terbatas
bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan anakkukan kegiatan
usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah erwunhi ketentuan
dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

PVA Bank adalah bank umum bukan bank devisa yanpks@nakan
kegiatan usaha secara konvensional dan/atau betdagarinsip syariah,
Bank Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyariah, yang
melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pemhbeli€ yang telah
memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Perdardnlndonesia ini.
Bank Umum Bukan Bank Devisa adalah Bank Umum sebeya
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19%2ngrPerbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nboribahun 1998,
yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia kinboelakukan
kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa adalah Bank mdn@yariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor alnl 2008
tentang Perbankan Syariah, yang belum memperoleh dari Bank
Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbasddam valuta asing.
Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya diseb@RBadalah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam \gAdadang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana teldfahdidengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksan&kgiatan
usaha secara konvensional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutrsgbdi BPRS, adalah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimalsdach Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbankangByar

11. Pengiriman..
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11. Pengiriman Uangnioney remittangeadalah kegiatan pengiriman uang
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indogasig@ mengatur
mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

12. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan sieepryang untuk
selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT, adalajaupancegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang darapaa terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Bank Indoyasi@g mengatur
mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang Rtarcegahan
Pendanaan Terorisme pada PVA Bukan Bank.

13. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalamidadg-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagairdanaksud dalam
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseredrais.

15. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA.

16. Laporan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disebuil,L&dalah laporan
transaksi pembelian dan penjualan UKA, laporansaiasi pembelian dan

pencairan TC, serta laporan transaksi kegiatanauBahgiriman Uang.

BAB I
JENIS DAN KEGIATAN USAHA PVA

Pasal 2

PVA terdiri dari:
a. PVA Bukan Bank;
b. PVA Bank

Pasal...
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Pasal 3

(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA terdiri dari
a. jual dan beli UKA; dan
b. pembelian TC.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dichgleila ayat (1),
PVA Bukan Bank dapat melakukan kegiatan usaha Reragi Uang
dengan tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengegmtan usaha

pengiriman uang.

Pasal 4

PVA dilarang:

a. Dbertindak sebagai agen penjual TC;

b. melakukan kegiatamargin trading, spot, forward, swagdan transaksi
derivatif lainnya untuk kepentingan nasabah; dan/at

c. melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan aisabbagaimana

dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan olétWVA sesuai dengan

mekanisme pasar.

BAB ...
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BAB Il
PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
Bagian Kesatu
Badan Hukum dan Modal Disetor PVA Bukan Bank

Pasal 6

PVA Bukan Bank berbentuk badan hukum Perseroan at@sb dengan

ketentuan :

a. maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan bjekal UKA dan
pembelian TC; dan

b. pemegang saham perseroan terdiri dari warga négdomesia dan/atau

badan hukum Indonesia.

Pasal 7

(1) Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank difgtan paling
sedikit sebesar :

a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiddggi PVA
Bukan Bank yang didirikan di wilayah DKI Jakarta,otdmadya
Denpasar dan Kabupaten Badung, serta KotamadyanBatau

b. Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi PVAaBuBank yang
didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagain@adisebut dalam
huruf a.

(2) Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank tidakrasal dari

dan/atau untuk tujuan pencucian uamgey laundering

Bagian...
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Bagian Kedua
Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Pasal 8

Direksi dan Dewan Komisaris PVA Bukan Bank harusmaeuhi persyaratan

sebagai berikut :

a.
b.

warga negara Indonesia;

tidak tercatat dalam daftar hitam nasional peneeik dan/atau bilyet giro
kosong;

tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausamadalam sistem
informasi kredit pada Bank Indonesia;

tidak pernah dihukum karena terbukti melakukanaindidana di bidang
perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terdddmdasarkan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hu&tap;t

tidak pernah dihukum karena terbukti melakukanakndidana pencucian
uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkantésan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap;

tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Diedksi Dewan
Komisaris dari suatu perseroan terbatas dengamtaegusaha PVA yang
dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia karedanggaran, dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengaggaemohonan; dan
memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kbaa dalam
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuagema pedagang

valuta asing dan perundang-undangan lain yangkuerla

Pasal...



-9 -

Pasal 9

Pemegang saham PVA Bukan Bank harus memenuhi patayasebagai

berikut:

a. perorangan warga negara Indonesia dan/atau ba#éamHhadonesia;

b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional peneeik dan/atau bilyet giro
kosong;

c. tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausamadalam sistem
informasi kredit pada Bank Indonesia;

d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukanakndidana di bidang
perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terdddridasarkan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hu&tap;t

e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukanakgdidana pencucian
uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkantiésan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap; dan

f.  memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang gauar mengenai
pedagang valuta asing dan peraturan perundang-gadatain yang
berlaku.

Pasal 10

Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang sahamh Bukan Bank
dilarang melakukan kegiatan usaha sebagaimana giudalalam Pasal 3 untuk

kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukank Babagai sarana.

Bagian...
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3)
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Bagian Ketiga
Perizinan PVA Bukan Bank
Paragraf 1
PVA Bukan Bank

Pasal 11

PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha sebagaintamaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) setelah mendapat izin usabsgai PVA dari Bank
Indonesia.

Izin usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud paala(&y dilarang
dialihkan kepada pihak lain.

Persyaratan dan tata cara permohonan untuk mekdap#in usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarat &daran Bank

Indonesia.

Pasal 12

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di lokasi &#mpaha pemohon
izin usaha PVA Bukan Bank untuk memastikan kesasuaiokumen
permohonan izin usaha PVA Bukan Bank dengan kordiidapangan,
kelayakan lokasi dan kesiapan pemohon izin usatfaBukan Bank.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (Kukhla setelah
pemohon izin usaha PVA Bukan Bank memenuhi pertaara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pagat (1)

diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal...
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Pasal 13

Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pemizimonsaha PVA
Bukan Bank harus menghadiri penyuluhan ketentudaitedengan PVA
yang diadakan oleh Bank Indonesia.

Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ukdaksetelah hasil
pemeriksaan di lokasi sebagaimana dimaksud dalaal R dinyatakan
layak oleh Bank Indonesia.

Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris dan pemegangsapemohon izin
usaha PVA Bukan Bank tidak menghadiri penyuluhabagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas wakty ditetapkan Bank
Indonesia, maka pemohon izin usaha PVA Bukan Bamyathkan
membatalkan permohonannya.

Dalam hal seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan pgemg saham
pemohon izin usaha PVA Bukan Bank telah menghgaemyuluhan
ketentuan terkait dengan PVA yang diadakan olehkBadonesia, Bank

Indonesia menerbitkan izin usaha sebagai PVA.

Paragraf 2
PVA Bukan Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha Péngimt Uang

Pasal 14

PVA Bukan Bank dapat melakukan kegiatan usaha Reragi Uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setedatapat izin dari
Bank Indonesia.

PVA Bukan Bank yang memperoleh izin kegiatan udaéragiriman Uang

wajib melakukan penyesuaian atas kebijakan daneguwspenerapan

rogram...
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(1)

(2)

3
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program APU dan PPT dengan memuat kebijakan dasegun APU dan
PPT untuk kegiatan usaha Pengiriman Uang.

Persyaratan dalam pengajuan permohonan izin unal&kokan kegiatan
usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud patddlaydan dalam
melaksanakan kegiatan usaha Pengiriman Uang, PM@arBBank wajib
tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatagenai kegiatan

usaha Pengiriman Uang.

Pasal 15

Bagi pemohon izin usaha PVA Bukan Bank yang sekaligiengajukan
permohonan izin untuk melakukan kegiatan usahaife@gm Uang, harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalaemtkah Bank
Indonesia yang mengatur mengenai pedagang valutg dan ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatanaug@ngiriman
Uang.

Jangka waktu pemberian izin atau penolakan seeaai$s permohonan
kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana diaitamdketentuan
mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang, tidak alerlbagi

permohonan kegiatan usaha Pengiriman Uang yangkdiajbersamaan
dengan permohonan izin usaha PVA Bukan Bank semaga dimaksud
pada ayat (1).

Persyaratan dan tata cara permohonan untuk mekdagain usaha PVA
Bukan Bank yang sekaligus mengajukan permohonan izntuk

melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaidiareksud ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bankoimekia.

Bagian...
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Bagian Keempat
Kewajiban PVA Bukan Bank

Pasal 16

PVA Bukan Bank wajib memasang:

a. logo PVA berizin;

b. tulisan “Pedagang Valuta Asing Berizin”Atithorized Money Chang@r
dan

c. sertifikat izin usaha.

Bagian Kelima
Pembukaan Kantor Cabang dan GéGaunter)
PVA Bukan Bank
Paragraf 1

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 17

(1) Pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank wajib meobgler
persetujuan Bank Indonesia.

(2) Persetujuan pembukaan kantor cabang PVA sebagaidiaraksud pada
ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabéAgBBkan Bank

akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Banlkohesia.

Pasal...
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Pasal 18

Bagi PVA Bukan Bank yang akan membuka kantor caldingilayah DKI

Jakarta, Kotamadya Denpasar, Kabupaten BadungatdanKotamadya Batam

harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp230.000,00 (dua ratus

lima puluh juta Rupiah).

)

2)

3)

Pasal 19

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di lokasi &mysaha kantor
cabang PVA Bukan Bank untuk memastikan kesesuaiakunden

permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang BMéan Bank

dengan kondisi di lapangan, kelayakan lokasi dasiapan pembukaan
kantor cabang.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (Kukhla setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalaahlHagyat (3) dan
Pasal 18.

Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pagat (1)

diberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank

Pasal 20

Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pembuka@orkcabang, dalam hal
lokasi usaha kantor cabang PVA Bukan Bank dinyatddgak.

Paragraf...
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)
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Paragraf 2

Pembukaan GeraCpunte)

Pasal 21

Pembukaan geraicgunte) di luar kantor PVA Bukan Bank wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Gerai counte) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ¢amen
dengan jangka waktu tertentu dan untuk memenuhitkélan tertentu.
Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan ukaarb gerai
(counter)oleh PVA Bukan Bank diatur lebih lanjut dalam SuEaaran

Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Pemindahan Alamat Kantor PVA Bukan Bank

Pasal 22

Pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank wajib meoipk
persetujuan Bank Indonesia.
Persyaratan dan tata cara permohonan pemindaharatakantor PVA

Bukan Bank diatur lebih lanjut dalam Surat EdaraniBIindonesia.

Pasal 23

Bagi PVA Bukan Bank yang akan memindahkan alamatdkgousat dan/atau

kantor cabang ke wilayah DKI Jakarta, Kotamadya {dasar, Kabupaten

Badung, dan/atau Kotamadya Batam harus mempunydalndisetor paling
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh Ruagpiah).

Pasal...
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Pasal 24

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di lokasi bkmnat kantor PVA
Bukan Bank untuk memastikan kesesuaian dokumen gbeman
persetujuan pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bkamigan kondisi
di lapangan, kelayakan lokasi dan kesiapan karstog yaru.

Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pagat (1)

diberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank

Pasal 25

Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pemindalamat kantor, dalam

hal lokasi usaha PVA Bukan Bank dinyatakan layak.

(1)

2)

Bagian Ketujuh
Perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau

Pemegang Saham PVA Bukan Bank

Pasal 26

Dalam hal PVA Bukan Bank akan melakukan perubahiaekB, Dewan

Komisaris dan/atau pemegang saham, maka calon ddirdkewan

Komisaris dan/atau pemegang saham wajib mempepaedetujuan dari
Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.

Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan/ataubaéran pemegang
saham PVA Bukan Bank yang telah memperoleh pets®iujBank

Indonesia wajib dilaporkan oleh PVA Bukan Bank kidgp8ank Indonesia

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal...
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Pasal 27

Calon Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegah@rsaPVA Bukan Bank

sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 harus :

a.

1)

2)

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalael Badan/atau
Pasal 9; dan
menghadiri penyuluhan mengenai ketentuan yangitet&kagan PVA yang

diadakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimakdaddasal 13.

Pasal 28

Bank Indonesia memerintahkan kepada pemegang saia melakukan
penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dalaah Direksi
dan/atau Dewan Komisaris terlibat tindak pidanacpeian uang dan/atau
tindak pidana di bidang perbankan dan keuanganabarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bank Indonesia memerintahkan kepada pemegang sahbatok
mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam bBalegang saham
terlibat tindak pidana pencucian uang dan/atauakngidana di bidang
perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pemgaghing telah

berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan
Perubahan Nama, Modal Dasar dan/atau
Modal Disetor PVA Bukan Bank

Pasal...
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Pasal 29

Perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bgiikdilaporkan kepada
Bank Indonesia setelah perubahan tersebut mempenoéesetujuan dari

instansi yang berwenang.

Pasal 30

(1) Perubahan modal dasar dan/atau modal disetor PMgarB8ank wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia setelah memperletsetujuan
dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubalggaran dasar dari
instansi yang berwenang.

(2) Jumlah modal disetor PVA Bukan Bank setelah memgalgerubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenwtentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kesepuluh
Penghentian Sementara atau Permanen Kegiatan Usaha
PVA Bukan Bank
Paragraf 1
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
PVA Bukan Bank

Pasal 31

(1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepadakBadonesia
dalam hal melakukan penghentian kegiatan usahakpnsat atau kantor

cabang yang bersifat sementara.

(2) Penghentian..
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3)

4)

)

(2)
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Penghentian kegiatan usaha yang bersifat semerdakmgaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama @rfgrbulan dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 6 (enamabul

PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiataaha yang

bersifat sementara wajib membuka kembali kegiasaha kantor pusat
dan/atau kantor cabang setelah berakhirnya jangik@uwsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pembukasebigr kepada Bank
Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kegjals berakhirnya jangka
waktu penghentian kegiatan usaha yang bersifatrsganae

PVA Bukan Bank dapat membuka kembali kegiatan usamg bersifat

sementara sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaitimaksud pada
ayat (2), dan wajib melaporkan pembukaan terselepada Bank

Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kegjals dibukanya kembali
kegiatan usaha.

Paragraf 2
Penghentian Permanen Kegiatan Usaha
PVA Bukan Bank

Pasal 32

PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiatsmha secara
permanen, wajib melaporkan penghentian tersebwatdeeBank Indonesia.
Dalam hal penghentian kegiatan usaha secara penmselgagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat ddursle kantor cabang,
maka laporan wajib melampirkan dokumen:

a. alasan penghentian;

b. fotokopi...
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b. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenghentian
kegiatan usaha PVA Bukan Bank;

c. pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-lampghke/elesaian
kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA BukamiBdelah
diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemubari menjadi
tanggung jawab pemegang saham.

(3) Dalam hal penghentian kegiatan usaha secara penmselegagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh atau sebd@intor cabang,
maka laporan wajib memuat alasan penghentian.

(4) Atas penghentian kegiatan usaha kantor pusat darulsekantor cabang
secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayaif2isaha PVA
Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

(5) Atas penghentian kegiatan usaha kantor cabang lpargifat permanen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuarbyb@an kantor
cabang PVA Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PEDAGANG VALUTA ASING BANK
Bagian Pertama
Perizinan PVA Bank

Pasal 33

PVA Bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA aetahendapat

persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal...
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Pasal 34

(1) Bank Umum Bukan Bank Devisa, Bank Umum Syariah BulBank
Devisa, BPR, atau BPRS yang akan melakukan kegiadaha sebagai

2)

3)

PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib mem@ersyaratan

sebagai berikut:

a.

C.

memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimuessgai dengan
ketentuan yang berlaku;

mencantumkan rencana kegiatan usaha sebagai P\afn daéncana
Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa damc&ea Kerja
dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPRB&#6; dan

menyertakan rencana kesiapan operasional.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksladgyat (1) khusus

untuk BPR atau BPRS wajib memenuhi persyaratargsebarikut:

a.

memiliki tingkat kesehatan selama 12 (dua beladprbuerakhir
tergolong sehat; dan
memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusssuai

ketentuan yang berlaku.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) audan ayat (2)

berdasarkan data Bank Indonesia.

Pasal 35

Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimané&sdidndalam Pasal 33

dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkwyiamg diatur sebagai

berikut:

a. bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang berkantoapdswilayah kerja

Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepadek Badonesia cq.

Direktorat...
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Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan JIHMThamrin No. 2
Jakarta 10350;

b. bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang juga melakukagiatan
berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusatildyah kerja Kantor
Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank lstborog. Direktorat
Perizinan dan Informasi Perbankan JI. M.H. Thariwn 2 Jakarta 10350;

c. bagi Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa dan BPR&j\berkantor
pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonelsampaikan kepada
Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan SyariahMJH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350;

d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja KanPusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cakiirat Kredit, BPR
dan UMKM, JI. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bBgnk Perkreditan
Rakyat; atau

e. bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa, Bank Umum SyaBalkan Bank
Devisa, BPR atau BPRS yang berkantor pusat diviilayah kerja Kantor
Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Baddnesia setempat

yang mewilayahi bank dimaksud.

Pasal 36

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan selzagaicimaksud
dalam Pasal 33 diberikan paling lambat 30 (tigaulpulhari kalender
setelah dokumen permohonan diterima secara lengkdep Bank

Indonesia.

(2) Pelaksanaan.




(2)

3)

4)

(1)

(2)
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Pelaksanaan kegiatan PVA Bank sebagaimana dimgbadad ayat (1),

harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) halender sejak tanggal
persetujuan dari Bank Indonesia dikeluarkan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksua pgdt (2) PVA

Bank tidak melaksanakan kegiatan PVA, persetujuary telah diberikan
dinyatakan tidak berlaku.

Pelaksanaan kegiatan PVA wajib dilaporkan oleh dwargusat bank
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepululm) kerja setelah

tanggal pelaksanaan kegiatan PVA.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan PVA pada Kantor-Kantor Bank

Pasal 37

PVA Bank dapat melakukan kegiatan PVA pada kanamtdr di luar

kantor pusat sepanjang memenuhi persyaratan seegait:

a. rencana kantor bank yang akan melakukan kegiatahausebagai
PVA telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank Bagik Umum
Bukan Bank Devisa dan Bank Umum Syariah Bukan BRgekisa,
atau Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rem@ya bagi
BPR dan BPRS; dan

b. melaporkan rencana tersebut paling lambat 30 (pgaih) hari
kalender sebelum pelaksanaan kegiatan PVA disgetagan rencana
kesiapan operasional.

PVA Bank wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan RWAantor bank

kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepululm) kerja setelah

tanggal pelaksanaan kegiatan PVA.

Bagian...
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2)

3)

)
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Bagian Ketiga
Penghentian Kegiatan Usaha PVA Bank

Pasal 38

PVA Bank dapat menghentikan seluruh kegiatan usafiagai PVA di

kantor pusat dan di kantor-kantor lainnya dengarelign dahulu

menyampaikan rencana penghentian tersebut kepad#t Bwlonesia
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebetanggal penghentian
kegiatan usaha sebagai PVA, dilampiri dengan dokume

a. alasan penghentian;

b. pernyataan dari PVA Bank bahwa seluruh hak dan jdeava yang
terkait dengan kegiatan PVA Bank yang dilaksanaeelum tanggal
penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya dnetgaggung
jawab PVA Bank.

Persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagai d®laMmpaikan oleh

Bank Indonesia kepada PVA Bank paling lambat 3@a(gpuluh) hari

kalender setelah surat permohonan penghentian tkagissaha sebagai

PVA diterima lengkap oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA Bank sebagaidiamaksud pada

ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bangkdaa Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling latbdsepuluh) hari

kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentiantaadrd/A.

Pasal 39

PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha selfagAi pada satu

atau lebih kantor-kantor di luar kantor pusat bank.

(2) Pelaksanaan.
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(2) Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantorekadht luar kantor
pusat bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wddgiporkan oleh
Kantor Pusat Bank kepada Bank Indonesia paling #rh0 (sepuluh) hari
kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentiant&aagRVA di kantor

bank dengan disertai alasan penghentian.

Pasal 40

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalarh3aagat (4), Pasal 37
ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (2kukian oleh kantor pusat bank
yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut:

a. bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang berkantorapus wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan de@ank Indonesia cq.
Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI. M.H. Thamo. 2 Jakarta 10350;

b. bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa yang juga melakukagiatan
berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusatildyah kerja Kantor
Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Iistiorog. Direktorat
Pengawasan Bank terkait, JI. M.H. Thamrin No. 228@k10350;

c. bagi Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa dan BPR&j\berkantor
pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonessampaikan kepada
Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan SyariahMlJH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350;

d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja KanPusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cekioirat Kredit, BPR
dan UMKM, JI. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350; atau

e. bagi Bank Umum Bukan Bank Devisa, Bank Umum SyaBakan Bank

Devisa, BPR, dan/atau BPRS yang berkantor pusatadiwilayah kerja

Kantor ...
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Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepadaokd@dnk Indonesia

setempat yang mewilayahi bank dimaksud.

Bagian Keempat
Saldo Harian Pos Aktiva Dalam Valuta Asing
Pasal 41

PVA Bank diperbolehkan memiliki saldo harian posivak dalam valuta asing

paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratais)ndodal disetor.

Bagian Kelima
Status PVA Bagi Bank Yang Dibekukan atau Dicaburt Usaha
Pasal 42

Persetujuan PVA Bank sebagaimana dimaksud dalaal Baslinyatakan tidak
berlaku dalam hal seluruh kegiatan usaha Bank yemgangkutan dibekukan

atau izin usaha Bank dicabut oleh otoritas yanwéeang.

Pasal 43

(1) BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan gkhumium
memenuhi ketentuan modal disetor, atau kepenguruskk sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakldemmatan usaha
sebagai PVA.

(2) Kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimakswed gyed (1) dapat
dilakukan kembali setelah BPR dan BPRS yang beksaiag dikeluarkan

dari ...
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dari status pengawasan khusus, memenuhi ketentodal rdisetor dan

kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME (APU DAN PPT)
Pasal 44

PVA wajib menerapkan program Anti Pencucian Uangn d@encegahan
Pendanaan Terorisme sesuai dengan peraturan pegdaddangan yang

berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 45

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembiadzadap PVA.

(2) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaidiaraksud pada
ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak lamgsu

(3) Dalam melakukan pengawasan terhadap PVA Bukan Bahkgaimana
dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat mepg#ean surat
pembinaan yang wajib ditindaklanjuti oleh PVA Bul@ank.

(4) Pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bank dilaksgsuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengengiggeasan bank.

Pasal...
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)

(2)
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Pasal 46

Pengawasan langsung bagi PVA Bukan Bank sebagairdamaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan dengan cara plesaan terhadap PVA
Bukan Bank.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (&)ikhla secara umum

dan/atau khusus.

Pasal 47

Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap PVA Bukak 8gbagaimana

dimaksud dalam Pasal 46, Bank Indonesia dapat mnaskag pihak lain

untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakys@meriksaan

terhadap PVA Bukan Bank.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia kumelaksanakan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (D). waji

a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya daiti perseriksaan
yang dilakukan dan tunduk kepada peraturan pergadadangan
yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan

b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Baokesia.

Pasal 48

Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaitiaraksud dalam
Pasal 45 ayat (2), PVA wajib menyampaikan lapoeatulis kepada Bank
Indonesia secara lengkap, benar, dan akurat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
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a. bagi PVA Bank:
1. laporan berkala berupa LKU
2. laporan lainnya setiap waktu apabila diperlukan.
b. bagi PVA Bukan Bank:
1. laporan berkala yang terdiri dari LKU dan laporau&ngan.
2. laporan lainnya setiap waktu apabila diperlukan.
(3) PVA wajib melakukan pencatatan transaksi dan mepgmdokumen dan
warkat yang berhubungan dengan transaksi sesuajadeperaturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaidiareksud dalam Pasal

48 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. PVA Bank dan PVA Bukan Bank wajib menyampaikan LKddtiap
triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

b. PVA Bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha Pemgir Uang wajib
menyampaikan LKU setiap bulan paling lambat padairakulan
berikutnya.

c. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan keuangaling lambat

pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 50

(1) PVA Bukan Bank dinyatakan terlambat menyampaikaoran berkala,
apabila laporan berkala tidak disampaikan dalamsyatktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49.

(2) Dalam...
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(2)

3

(4)

)
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Dalam hal tanggal berakhirnya jangka waktu penyaamplaporan berkala
sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 jatuh pad&dizu, Minggu, atau

hari libur maka laporan berkala disampaikan padiekiesja berikutnya.

Pasal 51

PVA Bank dinyatakan terlambat menyampaikan lapdrarkala, apabila

laporan berkala disampaikan melampaui batas waldbagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sampai dengan bkkan berikutnya

setelah berakhirnya batas waktu tersebut.

PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan &lerkapabila Bank

Indonesia belum menerima laporan berkala sampagatematas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikgootan berkala,

hal tersebut tidak meniadakan kewajiban PVA Bankikimenyampaikan

laporan berkala kepada Bank Indonesia.

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian lapoeakata sebagaimana
dimaksud pada Pasal 49 jatuh pada hari Sabtu, Mjng@u hari libur

maka laporan berkala disampaikan pada hari kerjauieya.

Pasal 52

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasglat§2), PVA wajib
menyampaikan:

a. laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa; dan

b. laporan..
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b. laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan laptr@nsaksi
keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlamulatif
tertentu.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada(Byatilakukan

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undgaggberlaku.

BAB VI

SANKSI
Bagian Pertama
PVA Bukan Bank

Pasal 53

Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaranatsp hal-hal yang
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Banloha$ia mengenakan sanksi
sebagai berikut:

a. teguran tertulis pertama;

b. teguran tertulis kedua;

c. peringatan khusus;

d. pencabutan izin usaha.

Pasal 54

(1) Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis perta®bhagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dalam hal PVA Buikank melakukan

pelanggaran sebagai berikut:

a. tidak ...
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tidak memasang logo PVA berizin, tulisan “Pedag&iaduta Asing
Berizin” (“Authorized Money Chang®r dan sertifikat izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mengepsdtujuan
dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pgsa

tidak melaporkan pembukaan geraointe) di luar kantor PVA
Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mengapsétujuan
dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalan P2sa
melakukan perubahan Direksi, Dewan Komisaris dao/g@emegang
saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Isdone
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbat@gaimana
dimaksud dalam Pasal 29;

tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/ataualmdidetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kaotsat atau kantor
cabang yang bersifat sementara sebagaimana dimd&kamd Pasal 31
ayat (1);

tidak melaporkan pembukaan kembali kegiatan usabtelah
penghentian kegiatan usaha yang bersifat semess&liagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4);

tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kaoitsat atau kantor
cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimalaach Pasal
32;

tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimakswindBbhsal 48

ayat (2) huruf b secara lengkap, benar dan akurat;

|. terlambat...
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I. terlambat menyampaikan laporan berkala dan/ataardaplainnya
hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimanakdudadalam
Pasal 49; dan/atau

m. tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai glenggara
kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana diatamdketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatanauBahgiriman
Uang.

(2) Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis kedoegsémana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf b, dalam hal PVA Bukan Banklakukan
pelanggaran sebagai berikut:

a. tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama agsanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambdtig® puluh)
hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya tegueatulis pertama;
dan/atau

b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dithpksia ayat
(1) untuk kedua kali dalam waktu 6 (enam) bulanalsefanggal
dikeluarkannya teguran tertulis pertama.

(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khgsbsgaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dalam hal PVA Bugank melakukan
pelanggaran sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan usaha yang dilarang sebagaindamaksud
dalam Pasal 4;

b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saharmA Bukan
Bank melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaledaich Pasal 3
untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVkaBuBank

sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

c. tidak...
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c. tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia sebege dimaksud
dalam Pasal 28;

d. tidak menerapkan program Anti Pencucian Uang damcd¥@han
Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalaiBasa

e. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarlesi pemeriksaan
hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimanakdudadalam
Pasal 45 ayat (3); dan/atau

f. tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua paliaghbat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannggutan tertulis
kedua,

(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan iaimugalam hal PVA

Bukan Bank:

a. tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksadapayat (3)
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikédaranya sanksi
peringatan khusus; atau

b. apabila diketahui kemudian bahwa modal disetor kumhendirikan
PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasaja? (@)
berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 55

PVA Bukan Bank yang tidak memenuhi ketentuan sdbsg@a dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1), izin usahanya dicabutidgratakan tidak berlaku.

Pasal...
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Pasal 56

Dalam hal PVA Bukan Bank yang melakukan kegiataahasPengiriman Uang
melakukan pelanggaran pada kegiatan usaha PVA tdankegiatan usaha
Pengiriman Uang, maka pengenaan sanksi tunduk patentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai Pedagang Valing.As

Bagian Kedua
PVA Bank
Pasal 57

(1) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagamalimaksud
dalam Pasal 3, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. teguran tertulis;
b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan/atau
c. persetujuan kegiatan PVA yang telah diberikan delkan tidak
berlaku.
(2) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimanakdin dalam
Pasal 33, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. teguran tertulis;
b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehalan/atau
Cc. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Biamk daftar
pihak-pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulakh penilaian
kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sesuai dekegjantuan
yang berlaku mengenai penilaian kemampuan dan ligpat
(3) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimanakdum dalam
Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), dan Pasay&4(3) dikenakan sanksi
sebagai berikut:

a. bagi...
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a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksantkgratan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkamppsyariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (sauRupiah)
untuk setiap keterlambatan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seriétw Rupiah)
untuk setiap keterlambatan.
PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimanakdium dalam
Pasal 37, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanékgratan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkamppsyariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (sauRupiah)
untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
b. bagi BPR dan BPRS
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (ser&usRupiah)
untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
PVA Bank yang terlambat menyampaikan laporan barkabagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan saeksigai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanikgratan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkampyariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (sauRupiah)

untuk setiap laporan.

b. bagi...



(6)
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b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (ser&usRupiah)
untuk setiap laporan.
PVA Bank yang tidak menyampaikan laporan berkalaagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dikenakan saeksigai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanékgiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkampsyariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dudinugaratus
ribu Rupiah) untuk setiap laporan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua lratagouluh
ribu Rupiah) untuk setiap laporan.
PVA Bank yang menyampaikan laporan secara tidakarmheian tidak
akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayadikgnakan sanksi
sebagai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanékgratan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkamppsyariah:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (sauRupiah)
untuk setiap laporan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (ser&usRuapiah)

untuk setiap laporan.

BAB ...
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

(1) PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasan &abupaten
Badung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkarusaha dari Bank
Indonesia dan PVA Bukan Bank yang telah memilikntka cabang di
DKl Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Rpdwserta
Kotamadya Batam berdasarkan persetujuan pembuleadoricabang dari
Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bad&nksia ini wajib
memenuhi modal disetor paling sedikit Rp250.000,00dua ratus lima
puluh juta Rupiah) paling lambat tanggal 5 Septer2ba2.

(2) Permohonan izin usaha PVA Bukan Bank yang sudadmimih oleh Bank
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Iniem@sakan diproses
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No0.9/1D@®i/ tanggal 5

September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesiakan diatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.

Pasal 60

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesiaakia:

a. Peraturan..
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a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI1/2007 taing&eptember 2007
tentang Pedagang Valuta Asing dicabut dan dinyatélak berlaku;

b. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bank Indondsamor
9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang daeda Valuta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ndrh8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) atakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengsentkan dalam

Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 61

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetammgan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lemkdegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2010
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
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Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR146
DPM/DPNP/DPbS/DKBU
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PENJEL ASAN
ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/22/PBI/2010
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

. UMUM

Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadapgaeglavaluta
asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usgleagawasan dan pembinaan
yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 19&fdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjangdtenaan, Pembebanan
dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskauk Diserahkan
Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upajiaduegi kepentingan
publik agar tidak terjadi distorsm@arket failure)dalam kegiatan perekonomian
nasional khususnya transaksi jual beli uang kedsi®ig, Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Bedagpluta Asing.

Dalam perkembangan pasar keuangan domestik, selbagdiaga
penunjang sektor keuangan, pedagang valuta asimgytgadiri dari bank (yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensionatalamerdasarkan prinsip
syariah) dan bukan bank, memiliki peranan yang pulsirategis dalam
mempengaruhi perkembangan kegiatan transaksi glaltang kertas asing dan
pembeliantraveller's cheque Selain itu, dengan berkembangnya kegiatan
pengiriman uang di luar jasa perbankan, pedagahgavasing bukan bank
dapat turut berperan dalam kegiatan usaha peragirirang

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memberdsanaman dan
kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakulssaksi, salah satu

persyaratan pokok menjadi pedagang valuta asindptadaerbadan hukum

perseroan..
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perseroan terbatas sebagaimana diatur dalamarigrUndang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal mangingat badan hukum
perseroan terbatas memiliki sifat/karakterisk#bin tegas dan jelas dari
sisi pengaturan akuntabilitas dan transparagsada publik dibandingkan
bentuk badan hukum lain. Di samping itu, pedagamaduta asing perlu
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsgtifetian dan kepatuhan
terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk penefmagram Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PP

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan efesied@n efektifitas
kegiatan yang berkaitan dengan pedagang valutg asjalan dengan semakin
pesatnya perkembangan kelembagaan dan kegiatasaksan maka perlu
dilakukan desentralisasi kewenangan dalam perizinaengawasan dan
pembinaan terhadap pedagang valuta asing yangduehliean di luar wilayah

kerja Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Bamlofresia setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Yang ...
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Yang dimaksud denganmargin trading” adalah transaksi jual beli
mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan damglainkan hanya
marjin selisih kurs.
Yang dimaksud dengarspot” adalah transaksi jual/beli tunai antara
dua mata uang (valuta) dengan penyerahan daalukidn dua hari
kerja setelah tanggal transaksi.
Yang dimaksud dengaridrward” adalah transaksi jual/beliberjangka
antara dua mata uang (valuta) dengan penyeraham ditakukan
lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi
Yang dimaksud dengarswap” adalah transaksi pertukaran antara dua
mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjudlarai €po)
dengan penjualan atau pembelian secara berjarfigkaa(d) yang
dilakukan secara bersamaan.
Yang dimaksud “transaksi derivatif’ adalah transaj@ng didasari
oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yailginya
merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasgerti suku
bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks,ikogyang diikuti
dengan pergerakan atau tanpa pergerakan danastaurien.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan..



- 44 -

Pengaturan modal disetor dimaksudkan untuk meaikgk
kemampuan dan daya saing PVA Bukan Bank di wilay&h
Jakarta, Kotamadya Denpasar, Kabupaten Badung serta
Kotamadya Batam.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalagiaten jual beli
UKA, pembelian TC dan Pengiriman Uang yang tidakatht dalam
pembukuan PVA Bukan Bank yang bersangkutan.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Kesiapan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank antamadilihat
dari sarana dan prasarana, serta mekanisme daadprodalam
melakukan kegiatan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 13
Ayat (1)
Penyuluhan ketentuan yang terkait dengan PVAIjuam untuk:
1. Menyampaikan ketentuan mengenai pedagang valutg dan
perundang-undangan lain yang berlaku;
2. Menambah pemahaman calon pelaku usaha dalam mkaerap
ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha; dan
3. Memperoleh masukareedbackdari pemohon izin usaha PVA
Bukan Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemenuhan persyaratan termasuk penyesuaian angggsar PVA
Bukan Bank dengan menambahkan maksud dan tujuaserpan
berupa kegiatan usaha Pengiriman Uang.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Kesiapan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank artanadilihat
dari sarana dan prasarana, serta mekanisme daedprodalam
melakukan kegiatan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemindahan alamat kantor BM&an Bank
adalah pemindahan alamat kantor pusat dan/ataarkzatiang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal...
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Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

- 47 -

Dengan mengajukan penghentian kegiatan usaharkzatiang yang

bersifat permanen maka hanya kantor cabang yanmypisedangkan

kantor pusat masih beroperasi secara normal. Napahila, kantor

pusat yang mengajukan penghentian kegiatan yarsiffddignemanen

maka seluruh kegiatan usaha termasuk kantor capangdak

beroperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud rencana kesiapan operasionalltadala

a. menyebutkan kantor bank yang akan melakukan keygiata

usaha sebagai PVA.

b. memiliki tempat usaha di kantor bank yang diajukan.

c. sumber daya manusia yang memadai.
d. sarana penunjang kegiatan yang memadai

kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup...

termasuk
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Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Untuk BPR dan BPRS, yang dimaksud dengan posaakialam valuta
asing adalah pos dalam laporan bulanan BPR dan BféB&i dengan
ketentuan yang berlaku.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain KaAtarntan Publik
dan Asosiasi PVA.

at ...

5
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lengkap untuk laporan kearangdalah
apabila telah mencakup Neraca, Laporan Laba/Ragi ldaporan
Perubahan Ekuitas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
LKU dan laporan keuangan yang disampaikan kejsatank
Indonesia merupakan laporan konsolidasi dari reEapdkantor
pusat, kantor cabang dan geraynte).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan laporan transaksi keuangan
mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakglezara
tunai adalah transaksi keuangan sebagaimana dichaledam
Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana
pencucian uang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Setiap kelebihan di bawah 1% dibulatkan ke atas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

at ...

5
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
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